Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Konsumen
1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau
tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu
dengan menggunakan cara-cara tertentu." Menurut M.H Tirtaatmidjaja, hukum
ialah semua aturan norma yang harus ditutur dalam tingkah laku, tindakan-
tindakan dalam pergaulan dengan ancaman mengganti kerugian jika melanggar
aturan-aturan tersebut, akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya

orang kehilangan kemerdekaannya, denda, dan sebagainya.?

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau
perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam
memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan:
1. Membuat peraturan (by giving regulation), bertujuan untuk:

a. memberikan hak dan kewajiban;

b. menjamin hak-hak para subyek hukum.

2. Menegakkan peraturan (by law enforcement) melalui:

! Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Unila,
Lampung, him. 30.

2 Sumber: http://new-article-artikel.blogspot.com/2012/01/pengertian-hukum.html, diakses pada
tanggal 7 November 2012, pukul 19.22 WIB.
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a. hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventive)
terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan
pengawasan;

b. hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive)
pelanggaran ~ Undang-Undang  Perlindungan ~ Konsumen, dengan
mengenakan sanksi pidana dan hukuman;

c. hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative; recovery;

remedy), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.®

2. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika)
atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument
itu tergantung dari posisinya.® Menurut A.Z. Nasution, konsumen adalah setiap
pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangga,
dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa lain atau memperdagangkannya

kembali.

Ada unsur utama dari arti konsumen yaitu tentang maksud atau tujuan dilakukan
pembelian tidak untuk dijual kembali, tetapi untuk kepentingan pribadi. Mengenai
bentuk dan cara dilakukannya perbuatan hukum atau transaksi konsumen tidak
diharuskan dalam bentuk tertentu, yang pokok adalah tujuan dilakukannya
transaksi bukan untuk bisnis, melainkan untuk kepentingan pribadi atau personal.

Perolehan suatu produk dapat dilakukan dalam berbagai cara dan bentuk

® Wahyu Sasongko, op.cit., him. 31.
* AZ Nasution, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta,
him. 21.
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perbuatan. Seperti transaksi pembelian, persewaan yang dapat dilakukan dengan
cara dan bentuk yang berbeda-beda, namun tidak untuk tujuan bisnis. Unsur untuk
dijual kembali sudah seharusnya tidak masuk dalam pengertian konsumen, karena
kegiatan pembelian untuk tujuan dijual kembali adalah kegiatan dagang atau

perbuatan perniagaan.

Arti konsumen di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen yakni:*
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Unsur-unsur konsumen dalam rumusan tersebut ialah:®

1. Setiap orang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak
memberikan penjelasan tentang orang. Berarti, pengertian orang adalah
subyek hukum pribadi alami (naturlijke persoon) dan tidak termasuk badan
hukum (rechts persoon). Dengan demikian, hanya orang yang dapat
dikualifikasi sebagai konsumen;

2. Pemakai barang dan/atau jasa ialah konsumen akhir bukan konsumen antara.
Dalam penjelasan atas pasal itu dikemukakan bahwa konsumen akhir adalah
pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Di dalam kepustakaan
ekonomi juga dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir
adalah pengguna atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan

konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai

> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
® Wahyu Sasongko, op.cit., him. 55.
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bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam
undang-undang ini adalah konsumen akhir.

3. Barang adalah setiap benda yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau
tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, dapat untuk
diperdagangkan, dipakai, dimanfaatkan oleh konsumen;

4. Jasa adalah setiap layanan berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan
bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

5. Yang tersedia dalam masyarakat mensyaratkan barang atau jasa sudah tersedia
di masyarakat adalah barang yang sudah dipasarkan;

6. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain,
mempertegas arti konsumen akhir yang membeli barang untuk digunakan bagi
dirinya, keluarganya, orang lain, atau makhluk hidup lain, misalnya binatang
peliharaan. Jadi, seseorang yang membeli produk makanan harus ditujukan
untuk dikonsumsi bagi diri sendiri, dan keluarga. Kalaupun diberikan kepada
orang lain tentu untuk dikonsumsi. Termasuk produk makanan hewan
peliharaan;

7. Tidak untuk diperdagangkan, unsur ini pun mempertegas arti konsumen akhir
yang bertujuan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri dan untuk

membedakan dengan kegiatan bisnis sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pada penjelasan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
menjelaskan bahwa:’
“Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen

antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu
produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan

" Penjelasan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
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suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.
Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir”.

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini
dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam
peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoretis hal
demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian
konsumen, walaupun dalam kenyataan, sulit menetapkan batasan-batasan seperti

itu.
3. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, adalah:®
“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen”.
Menurut A.Z. Nasution, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-
asas dan kaedah-kaedah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam
hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan
penggunannya dalam kehidupan bermasyarakat.” Kepastian hukum merupakan
unsur yang utama, ada korelasi positif antara kepastian hukum dan perlindungan
konsumen. Kepastian hukum merupakan variabel yang akan mempengaruhi
pemberian perlindungan konsumen. Sebaliknya, perlindungan konsumen

merupakan variabel yang terpengaruh dari adanya kepastian hukum. Jadi inti dari

® pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
% A.Z. Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, him. 23.
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perlindungan hukum adalah kepastian hukum. Jika kepastian hukum dapat
tercapai, maka perlindungan hukum juga akan dapat diberikan.

Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada dua
persyaratan utama dalam perlindungan konsumen, yaitu adanya jaminan hukum

(law guarantee) dan adanya kepastian hukum (law certainty).'
4. Hak dan Kewajiban Konsumen
a. Hak-Hak Konsumen

Pada tanggal 15 Maret 1962 dalam pidato presiden Amerika Serikat John F.
Kennedy di depan kongres mencetuskan hak-hak konsumen pertama Kali. Isi
pidatonya kemudian dikenal sebagai hak-hak konsumen yang diakui secara
internasional yaitu:

(1) Hak untuk memperoleh keselamatan (the right to safety);

(2) Hak untuk diberitahu (the right to be informed);

(3) Hak untuk memilih (the right to choose);

(4) Hak untuk didengar (the right to heard).**

Adapun hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen yaitu:*?
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa;

19 \Wahyu Sasongko, op.cit, him. 33.
" bid, him. 22.
12 pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
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b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;

I. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen

sebagaimana yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy.™

Hak-hak konsumen sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen bersifat terbuka, artinya selain ada hak-hak konsumen yang diatur

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimungkinkan diakuinya hak-

3 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers,
Jakarta, him. 38.
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hak konsumen lainnya yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan lain disektor
tertentu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari status Undang-Undang

Perlindungan Konsumen sebagai ketentuan payung (umberella rule). **
b. Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen

adalah:*

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.

w

. Pelaku Usaha dan Legalitas Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Perlindungan konsumen sangat terkait dengan dunia bisnis atau perdagangan
dimana didalamnya terdapat pelaku usaha dan konsumen. Undang-Undang
Perlindungan Konsumen menggunakan istilah pelaku usaha. Istilah ini memiliki
abstraksi yang tinggi karena dapat mencakup berbagai istilah seperti produsen,
pengusaha atau pebisnis, pedagang, eksportir, importir, penjual, pedagang eceran,

pembuat barang-barang jadi atau pabrikan, penyedia jasa, perajin. Pendek Kata,

¥ Wahyu Sasongko, op.cit., him. 62.
1> pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
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siapa pun yang menjalani suatu usaha di lapangan perekonomian.'® Menurut Pasal

1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan tentang

pengertian atau definisi dari pelaku usaha yaitu:*’

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Unsur-unsur pelaku usaha dalam rumusan tersebut adalah:*®

1. Setiap orang perseorangan atau badan usaha, ditinaju dari aspek subyek,
pelaku usaha adalah pengusaha (perseorangan) dan sekumpulan pengusaha
yang membentuk organ atau badan usaha. Dengan demikian, baik
perseorangan maupun badan usaha dapat dikenakan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen;

2. Berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pembuat undang-
undang memahami bahwa badan usaha terdiri dari dua kategori, ialah badan
usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum. Dalam
konteks perlindungan konsumen, keduanya tidak dibedakan agar undang-
undang perlindungan  konsumen dapat dikenakan. Akan tetapi,
pertanggungjawaban secara yuridis masing-masing berbeda;

3. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
Negara Republik Indonesia, dalam hukum perdata internasional diakui prinsip

nasionalitas atau domisili dari suatu badan hukum sebagai kriteria badan usaha

domestik atau asing. Suatu korporasi yang didirikan dalam yurisdiksi menurut

16 Wahyu Sasongko, op.cit., him. 57.
7 pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
18 Wahyu Sasongko, op.cit., him. 58.
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hukum Indonesia, adalah badan hukum Indonesia, sedangkan badan hukum
asing adalah badan hukum yang didirikan di luar negeri;

4. Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, kegiatan bisnis dapat
dilakukan dalam beragam bentuk dan cara yang dituangkan ke dalam kontrak.
Oleh karena itu, bentuk kerja sama mendirikan perusahaan atau sekedar kerja
sama operasional atau usaha patungan;

5. Menyelenggarakan kegiatan usaha, istilah kegiatan usaha memiliki cakupan
yang luas meliputi perbuatan dagang atau kegiatan perniagaan, yaitu kegiatan
pembelian barang-barang untuk dijual kembali;

6. Dalam berbagai bidang ekonomi, memperluas arti pelaku usaha meliputi
pihak-pihak yang melakukan aktifitas atau kegiatan usaha (bisnis). Dalam hal
ini tidak hanya mencakup pembelian barang-barang bergerak dan menjualnya
kembali, tetapi juga mengimpor, menjadi agen perusahaan asing,
mengusahakan apotek, penyelenggara rumah sakit, atau sekedar menjual obat

di warung adalah pelaku usaha juga.

Meurut CelinaTri Siwi Kristiyanti pengertian Pelaku Usaha dibagi menjadi 3

yaitu®® :

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur,
mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang
yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat
cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;

2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;

9 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit., hlm. 42.
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Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain

pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

2. Hak-Hak Pelaku Usaha

Pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan hukum yang mengakibatkan

adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Selain hak-hak konsumen,

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai hak-hak

pelaku usaha yang terdapat di dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen yaitu:?°

Hak pelaku usaha adalah :

a.

@

Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik;

Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;

Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2 pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
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3. Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku

usaha adalah:%

1.

2.

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan;

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

Menjamin  mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Legalitas Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam hukum perusahaan disebut sebagai pengusaha. Pengusaha

adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan

perusahaan. Menjalankan perusahaan artinya mengelola sendiri perusahaannya,

baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pekerja, dalam hal ini dia

2! pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
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mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pengusaha dan sebagai pemimpin
perusahaan.?? Suatu perusahaan memiliki bentuk usaha dan kegiatan usaha, dan

setiap perusahaan harus memiliki legalitas bentuk dan kegiatan usahanya.

a. Bentuk Usaha

Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah
penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan.
Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut
company atau enterprise atau corporation. Bentuk hukum perusahaan tersebut
diatur/diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan,
atau badan hukum.?® Dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan diklasifikasikan
menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum.
Perusahaan badan hukum ada yang dimiliki oleh pihak swasta, yaitu Perseroan
Terbatas (PT) dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh negara, yaitu peusahaan
umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero). Perusahaan badan hukum
perseroan terbatas dan koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan
bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan
persekutuan, dan hanya dimiliki oleh pihak swasta. Berdasarkan klasifikasi
tersebut, dapat ditentukan ada tiga jenis bentuk hukum perusahaan, yaitu
perusahaan perseorangan, perusahaan bukan badan hukum, dan perusahaan badan

hukum.?*

22 Abdulkadir Muhammad, op.cit., him. 25.
% Ibid, him. 1.
? Ibid, him. 329.
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Bentuk usaha harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang.
Setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan undang-undang dinyatakan
sebagai bentuk usaha yang sah atau disebut juga mempunyai legalitas bentuk
usaha. Bentuk usaha dapat diketahui dengan jelas dalam akta pendirian setiap
perusahaan. Akta pendirian perusahaan memuat anggaran dasar perusahaan yang

bersangkutan.”
b. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha di bidang perekonomian yang
meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan keuangan
(pembiayaan). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun
dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan
memperoleh keuntungan dan/atau laba.”® Suatu kegiatan dapat disebut usaha
dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Dalam bidang perekonomian;

2. Dilakukan oleh pengusaha;

3. Tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Jika kegiatan itu bukan dilakukan oleh pengusaha, melainkan oleh pekerja,
kegiatan itu disebut pekerjaan, bukan usaha.?’ Setiap perusahaan yang
menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi syarat operasional usaha. Setiap
perusahaan yang telah memenuhi syarat tersebut dinyatakan sebagai perusahaan

yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha.

% |bid
2 |bid, him. 2.
27 | bid
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C. Klinik Kecantikan Estetika
1. Pengertian Klinik Kecantikan Estetika

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

028/Menkes/Per/1/2011 tentang Klinik, menyebutkan bahwa:*®
“Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar
dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga
kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.”

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

028/Menkes/Per/1/2011 tentang Klinik, membedakan klinik menjadi Kklinik

pratama dan klinik utama.

Klinik kecantikan estetika adalah satu fasilitas pelayanan kesehatan (praktik
dokter perorangan atau berkelompok) yang bersifat rawat jalan dengan
menyediakan jasa pelayanan medis seperti konsultasi, pemeriksaan, pengobatan,
dan tindakan medis. Untuk mengatasi berbagai kondisi yang terkait kecantikan
(estetika penampilan) seseorang yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai keahlian
dan kewenangannya.?® Klinik kecantikan estetika dibagi dalam dua tipe sebagai
berikut;*°
1. Klinik kecantika tipe pratama, adalah satu fasilitas klinik kecantikan estetika
yang menyediakan jasa pelayanan tindakan medis terbatas yang dilakukan
oleh seorang dokter/dokter gigi dengan penanggung jawab teknis adalah

seorang dokter dengan kompetensi dibidang estetika.

%8 pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Klinik

®Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan RI, 2007, Pedoman
Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, him. 6.

* Ibid, him. 14.
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2. Klinik kecantika tipe utama, adalah satu sarana klinik kecantikan estetika yang
menyediakan jasa pelayanan tindakan medis terbatas dan tindakan medis
invasif (operatif) tanpa bius umum yang dilakukan oleh seorang dokter/dokter
gigi atau dokter spesialis/dokter gigi spesialis sesuai dengan keahlian dan
kewenangannya dengan penanggung jawab teknis adalah seorang dokter.

Kepemilikan klinik kecantikan estetika diperbolehkan secara:!

1. Perorangan

2. Badan usaha yang sah secara hukum (perseroan terbatas, yayasan, atau

koperasi)
2. Hubungan Hukum antara Klinik Kecantikan Estetika dan Konsumen

Hubungan hukum antara klinik kecantikan estetika dan konsumen lahir karena
adanya perikatan. Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa
Belanda Verbintenis. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu
dan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum. Peristiwa
hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Dalam hubungan hukum tiap
pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu
mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain
itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Sesuatu yang dituntut disebut
prestasi yang merupakan objek perikatan.*? Perikatan itu adalah hubungan hukum.
Hubungan hukum timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa

perbuatan, kejadian, keadaan.

%L 1bid, him. 25.
%2 Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, him.
198.
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Pengaturan hukum perikatan dilakukan dengan sistem terbuka, artinya setiap
orang boleh mengadakan perikatan apa saja baik yang sudah ditentukan namanya
maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang. Tetapi,
keterbukaan itu dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang,
tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban

umum.*

Sesuai dengan penggunaan sistem terbuka, maka Pasal 1233 KUH Perdata
menentukan bahwa perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun karena
undang-undang. Dengan kata lain, sumber perikatan itu ialah perjanjian dan
undang-undang. Perikatan yang timbul karena perjanjian, kedua pihak dengan
sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan mana kedua pihak
mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Perjanjian dirumuskan dalam
Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian itu

mengandung unsur-unsur sebagai berikut:>*

=

Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang (subjek);

2. Persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus);

3. Ada objek yang berupa benda;

4. Ada tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan);

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang

ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat

% 1bid
% Ibid
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hukum (legally concluded contract). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata

syarat-syarat sah perjanjian, yaitu:

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian
(konsensus);

2. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity);

3. Ada suatu hal tertentu (objek);

4. Ada suatu sebab yang halal (causa).

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh

hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak-pihak

mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, kendatipun tidak

memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila sampai

suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya, sehingga menimbulkan sengketa,

maka Hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

llmu hukum mengenal dua jenis perjanjian, yaitu: *

1. Ispanningverbintenis, yakni suatu perjanjian di mana masing-masing pihak
berupaya atau berusaha semaksimal mungkin mewujudkan atau menghasilkan
perjanjian yang dimaksud. Dalam hal ini yang diutamakan adalah upaya atau
ikhtiar;

2. Resultaatverbintenis, yakni suatu perjanjian yang didasarkan pada hasil
atau resultaat yang diperjanjikan. Masing-masing pihak berusaha semaksimal
mungkin menghasilkan atau mewujudkan apa yang diperjanjikan. Dalam hal

ini yang diutamakan adalah hasilnya.

% Agus Budianto, 2010, Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien,
Karya Putra Darwati, Bandung, him. 91.
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Hubungan hukum antara klinik kecantikan estetika yang merupakan fasilitas
pelayanan kesehatan (praktik dokter perorangan atau berkelompok) dibidang
kecantikan (estetika penampilan) dengan konsumen timbul karena undang-undang
dan perjanjian atau yang disebut perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah
perjanjian antara dokter sebagai penyelenggara usaha klinik kecantikan estetika dan
konsumen. Dalam perjanjian terapeutik yang dituntut bukan perjanjian hasil atau
kepastian adanya kesembuhan atau keberhasilan, namun perjanjian tersebut
berupa upaya atau usaha semaksimal mungkin dari dokter dalam upayanya
melakukan penyembuhan secara hati-hati dan cermat didasarkan pada ilmu

pengetahuan yang layak.*®

Perjanjian terapeutik dapat dikategorikan pada perjanjian inspanningverbintenis.
Jadi yang dituntut dari klinik kecantikan estetika sebagai fasilitas pelayanan
kesehatan dibidang kecantikan (estetika penampilan) yang dilakukan oleh praktik
dokter perorangan atau berkelompok adalah usaha maksimal dan sungguh-
sungguh dalam melakukan penyembuhan dengan didasarkan pada standar ilmu
pengetahuan kedokteran yang baik. Hubungan hukum antara klinik kecantikan
estetika dan konsumen melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-maing pihak.
Hubungan hukum terjadi antara klinik kecantikan estetika dan konsumen, ketika
konsumen datang ke klinik kecantikan estetika dan melakukan wawancara medis
dan pemeriksaan oleh dokter, dalam hal ini konsumen memberikan kepercayaan

kepada dokter.*’

%6Sumber:http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/hubungan-hukum-dokter-dan-
pasien-dalam.html, diakses pada tanggal 25 Januari 2013, pukul 19.05 WIB.
3 Agus Budianto, op.cit., him. 90.


http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/hubungan-hukum-dokter-dan-pasien-dalam.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/hubungan-hukum-dokter-dan-pasien-dalam.html
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Konsumen suatu klinik kecantikan estetika merupakan pihak yang meminta
pertolongan sehingga relatif lemah kedudukannya dibandingkan dokter sebagai
penyelenggara klinik kecantikan estetika. Untuk mengurangi kelemahan tersebut,
ada prinsip yang dikenal dengan informed consent, yaitu hak konsumen Klinik
kecantikan estetika untuk mengizinkan dilakukannya suatu tindakan medis. Lebih
lanjut informed consent diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 585/Men.Kes/Per/1X/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis.
Persetujuan tindakan medis (informed consent) dalam ketentuan ini adalah
persetujuan yang diberikan oleh konsumen suatu klinik kecantikan estetika atau
keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan
terhadap konsumen suatu klinik kecantikan estetika tersebut.®® Tujuan dari
informed consent adalah agar konsumen klinik kecantikan estetika mendapat
informasi yang cukup untuk mengambil keputusan atas terapi yang akan
dilaksanakan. Pada dasarnya perjanjian terapeutik harus didahului dengan

informed consent.
3. Produk-Produk Pada Klinik Kecantikan Estetika
a. Jasa Sebagai Produk Pada Klinik Kecantikan Estetika

Pengertian jasa menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen sangat sederhana, yaitu layanan yang bebentuk pekerjaan atau prestasi
yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.®* Kamus
besar bahasa indonesia mengartikan jasa dalam berbagai arti atau makna, antara

lain yaitu perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain;

% bid, him. 91.
% pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
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perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain;
pelayanan; servis; aktivitas, kemudahan, manfaat, yang dapat dijual kepada orang

lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.
b. Obat Sebagai Produk Pada Klinik Kecantikan Estetika

Pengertian obat menuurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan, yaitu:*

“Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang
digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau
keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,
penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk
manusia.”

Obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk
digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan,
menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau
rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian
tubuh manusia.** Meskipun obat dapat menyembuhkan penyakit, tetapi masih
banyak juga orang yang menderita akibat keracunan obat. Oleh karena itu, dapat
dikatakan bahwa obat dapat bersifat sebagai obat dan dapat juga bersifat sebagai
racun. Obat itu akan bersifat sebagai obat apabila tepat digunakan dalam
pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat. Jadi, apabila obat
salah digunakan dalam pengobatan atau dengan dosis yang berlebih maka akan
menimbulkan keracunan dan bila dosisnya kecil tidak akan memperoleh

penyembuhan.

“0 pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Kesehatan
“'Sumber: http//: repository.usu.ac.id/.../3/Chapter%2011.pdf, diakses pada tanggal 21 November
2012, pukul 07.12 WIB.
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Klinik kecantikan estetika dapat memiliki satu sarana farmasi, yang digunakan
untuk menyimpan obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang diperlukan

dalam rangka pelaksanaan pelayanan kecantikan/estetika medik.

c. Kosmetik Sebagai Produk Pada Klinik Kecantikan Estetika

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik,
“Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan
pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ
genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk
membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau
memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada
kondisi baik.
Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI
No.445/MenKes/Permenkes/1998 adalah sebagai berikut :
“Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan
pada bagian luar badan (epidermis, rambut,kuku, bibir, dan organ kelamin
bagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah
daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam
keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk
mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.”
Berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi produk
kosmetik dibagi 2 (dua) golongan :
1. Kosmetik golongan | adalah :
a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi;
b. Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya;
c. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan;

d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum

diketahui keamanan dan kemanfaatannya.



31

2. Kosmetik golongan Il adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan |

D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, kita harus
berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak
sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen

atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.*?

Arti tanggung jawab secara keabsahan adalah keadaan wajib menanggung segala
sesuatunya ( kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan
sebagainya). Dalam bahasa inggris, kata tanggung jawab digunakan dalam
beberapa padanan kata, yaiu liability, responsibility, dan accountability.*® Istilah
tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut
ketentuan hukum yang berlaku. Di sini, ada norma atau perbuatan yang melanggar
norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai

dengan norma hukum yang dilanggarnya.**

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam
hukum perlindungan konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab

dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

*2 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, him. 59.

3 Wahyu Sasongko, op.cit., him. 95.

“ Ibid, him. 96.
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1. Tanggung Jawab Berdasarkan atas Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup
umum, berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan,
seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada
unsur kesalahan yang dilakukannya. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang
bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan

undang-undang, tetapi juga kepatuhan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2. Tanggung Jawab secara Langsung

Dalam hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab secara langsung atau
tanggung jawab berdasarkan risiko diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-
Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
”Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”
Ketiadaan pembuktian kesalahan oleh konsumen atau pengalihan beban

pembuktian kesalahan kepada pelaku usaha merupakan ciri khas dari strict

liability yang dijumpai pada product liability.

3. Tanggung Jawab Produk

Menurut Agnes M. Toar tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para
produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan
atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.
Mirip dengan itu H.E. Saefullah mengartikan product liability adalah suatu

tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan
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suatu produk atau dari orang atau badan hukum yang bergerak dalam suatu proses
untuk menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang menjual atau
mendistribusikan produk tersebut.*

4. Tanggung Jawab Profesional

Menurut Komar Kantaatmadja, pengertian tanggung jawab profesional, yaitu
tanggung jawab hukum dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan
kepada klien. Begitu juga dengan Johanes Gunawan, memberikan rumusan yang
mirip tentang tanggung jawab profesional, yaitu pertanggungjawaban dari

pengemban profesi atas jasa yang diberikannya.

Pertanggungjawaban Klinik kecantikan estetika sebagai pelaku usaha apabila
terjadi kerugian pada konsumen, diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan, yaitu:
a. Menurut KUH Perdata

Pertanggungjawaban dalam bidang hukum perdata, dapat ditimbulkan karena
wanprestasi dan karena perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad).
Wanprestasi terjadi jika klinik kecantikan estetika tidak melaksanakan
kewajibannya, yaitu tidak memberikan prestasi sebagaimana yang telah
disepakati. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti
yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh Kklinik

kecantikan estetika disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: *°

** 1bid, him. 100.
¢ Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, him.
203.
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1. Kemungkinan kesalahan klinik kecantikan estetika, baik dengan sengaja tidak
dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.

2. Karena keadaan memaksa (overmacht), force majeure, jadi di luar
kemampuan Klinik kecantikan estetika. Klinik kecantikan estetika tidak
bersalah.

Untuk menentukan apakah Kklinik kecantikan estetika bersalah melakukan

wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana klinik kecantikan estetika

dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:*’

1. Klinik kecantikan estetika tidak memenuhi prestasi sama sekali;

2. Klinik kecantikan estetika memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;

3. Kilinik kecantikan estetika memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau

terlambat.

Setiap konsumen berhak menuntut ganti rugi terhadap klinik kecantikan estetika

yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian. Ketentuan mengenai

tata cara pengajuan tuntutan adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang

berlaku. Berkaitan dengan gugatan seseorang dalam hal wanprestasi ada beberapa

hal yang perlu diketahui:*®

1. Hanya dapat ditujukan pada pihak dalam perjanjian;

2. Kewajiban  pembuktian  dalam  gugat  wanprestasi  dibebankan
kepada penggugat (dalam hal ini adalah konsumen) yang menggugat

wanprestasi.

" |bid
8 Sumber: http://regulasikesehatan.wordpress.com/tag/hukum-perdata/, diakses pada tanggal 17
Febuari 2013, Pukul 01.43 WIB.


http://regulasikesehatan.wordpress.com/tag/hukum-perdata/
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Klinik kecantikan estetika memliki tanggung jawab secara perdata seperti diatur

dalam Pasal 1239 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:
“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,
wajib diselesaikan dengan memberikan pergantian biaya, kerugian, dan
bunga, bila debitur tidak memenuhi janjinya.”

Selain wanprestasi pertanggungjawaban dalam hukum perdata juga dapat

disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum

terjadi jika memenuhi beberapa persyaratan:*°

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

2. Melanggar hak orang lain;

3. Melanggar kaidah tata susila;

4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang

seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga

masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu

sebagai berikut:>

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan (Pasal 1365 KUH Perdata);

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan/tanpa unsur kesengajaan maupun
kelalaian (Pasal 1366 KUH Perdata);

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Pasal 1367 KUH Perdata).

Jika dihubungkan dengan prinsip tanggung jawab, maka tanggung jawab dalam

hal adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum termasuk ke dalam prinsip

tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan.

* Wahyu Sasongko, op.cit., him. 97.
% Agus Budianto, op.cit., him.78.
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b. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Setiap pelaku usaha dibebani tanggung jawab atas perilaku tidak baik yang dapat
merugikan konsumen. Pengenaan tanggung jawab terhadap pelaku usaha
digantungkan pada jenis usaha atau bisnis yang digeluti. Bentuk dari tanggung
jawab yang paling utama adalah ganti kerugian yang dapat berupa pengembalian
uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Undang-Undang Perlindungan
Konsumen mengadopsi tanggung jawab secara langsung dan tanggung jawab
produk sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan tanggung jawab profesional dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab IV tentang perbuatan
yang dilarang bagi pelaku usaha, tersebar dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17,

dan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¢. Menurut Undang-Undang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dibentuk demi
memenuhi kebutuhan hukum masayarakat akan pelayanan kesehatan dan juga
sebagai pengganti Undang-Undang sebelumnya yaitu undang-Undang Nomor 23
Tahun 1992. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesjahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan hak asasi tersebut kemudian diatur

lebih lanjut dalam hak dan kewajiban setiap orang dalam memperoleh
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kesehatan.”* Undang-Undang Kesehatan ini selain mengatur mengenai hak dan
kewajiban setiap orang secara umum dalam bidang kesehatan, juga memberikan
perlindungan bagi konsumen jasa pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum
dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan. Tanggung
jawab dalam Undang-Undang Kesehatan mengadopsi tanggung jawab

profesional.

d. Menurut Undang-Undang Praktik Kedokteran

Klinik kecantikan estetika merupakan fasilitas pelayanan kesehatan (praktik
dokter perorangan atau berkelompok) dibidang kecantikan. Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memberikan perlindungan
kepada konsumen pengguna jasa dokter untuk mengadukan kerugiannya akibat
kelalaian atau kesalahan pihak dokter dalam menjalankan profesinya. Hal ini diatur
dalam Bab VII, Bagian Kedua tentang Pengaduan Pasal 66 Undang-Undang
Praktik Kedokteran. Sama seperti halnya Undang-Undang Kesehatan, Undang-

Undang Praktik Kedokteran juga mengadopsi tanggung jawab profesional.

> Sumber: http://repository.usu.ac.id/.../3/Chapter%?20I1.pdf, diakses tanggal 4 Maret 2013, pukul
19.55 WIB.
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E. Kerangka Pikir

Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Klinik Kecantikan

Estetika
|
v A 4
) Klinik Kecantikan Konsumen
Legalitas E_Bentuk Estetika pada Klinik
dan Kegiatan (Pelaku Usaha) Kecgntikan
Usaha Esetika

,, 1

Hubungan Hukum

l

Tanggung Jawab Klinik
Kecantikan Estetika

Klinik kecantikan estetika adalah pelaku usaha di bidang industri kecantikan, dan
merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan
dan perjasaan. Berbagai produk perawatan wajah dan tubuh disediakan oleh klinik
kecantikan estetika. Adanya produk dari klinik kecantikan estetika bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, ketika konsumen menggunakan
suatu barang atau jasa, dan kemudian terjadi akibat buruk ketika mengkonsumsi
barang atau jasa tersebut, tentu saja merugikan konsumen. Begitu pula, yang dapat
dialami oleh konsumen Klinik kecantikan estetika. Kerugian yang dialami oleh
konsumen suatu klinik kecantikan estetika lebih dikarenakan ketidak sesuaian
dengan yang diharapkan, maka konsumen memerlukan suatu perlindungan,

berupa perlindungan hukum.
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Klinik kecantikan estetika sebagai pelaku usaha mempunyai legalitas bentuk dan
kegiatan usaha. Klinik kecantikan estetika yang mempunyai bukti legalitas
dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah. Konsumen suatu klinik kecantikan
estetika dapat dilindungi oleh hukum, karena klinik kecantikan estetika
merupakan pelaku usaha yang terdaftar. Perlindungan hukum yang diberikan
kepada konsumen suatu klinik kecantikan estetika dapat dilihat dari aspek hukum

perdata, aspek hukum perlindungan konsumen, dan aspek hukum kesehatan.

Perlindungan hukum ada apabila terdapat hubungan hukum antara klinik
kecantikan estetika dan konsumen. Adanya hubungan hukum menimbulkan hak
dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hubungan hukum antara Klinik
kecantikan estetika dan konsumen, menjamin konsumen apabila terjadi kerugian.
Klinik kecantikan estetika sebagai pelaku usaha wajib bertanggung jawab apabila

terjadi kerugian.

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai legalitas bentuk hukum dan
kegiatan usaha Klinik Kecantikan Estetika Kusuma Cabang Bandar Lampung,
hubungan hukum antara Klinik Kecantikan Estetika Kusuma Cabang Bandar
Lampung dengan konsumen, dan tanggung jawab Klinik Kecantikan Estetika

Kusuma Cabang Bandar Lampung kepada konsumen apabila terjadi kerugian.



